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Pada hari irri, Selasa Tanggal figa Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dr. Ir. H. ISRAIII ll[OOR, M.St. : Gubernur Kalimantan Timur ya.ng diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor L74/P Tahun 2018, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintatr Provinsi Kalimantan Timur ya.ng

berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut PIHAII IIESAIII.

: Bupati Paser yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.64-332 Tahun 2016, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nafira Pemerintah
Kabupaten Paser yang berkedudukan di
Jalan RM Notosunardi Nomor 1, Tana Paser,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan ?imur,
selanjutnya disebut PIIIAII KEDUA.

U, Drs. H. YUSRIAITSYAH
$YARKAWT, M.Sl.

SeLanjutnya PIHAK IIESATt, dan PIHAI( KEDUA secara bersama-sam.a disebut PARA
PII{AI(.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 20Oq Nomor 130, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07 Nonnor &2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2QL4 tentang Pemerintahan Daeratr fi,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan l"embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuhah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 bntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
{I-embaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ZLgl;

5. Peraturan Daerah Nomor Ol Tahun ZOLL tentang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan Timur {Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor OU, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2A14 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun
?OLL Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur fl,embaran Daerah
Provinsi lftlimantan Timur Tahun 2Al4 Nomor 8).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2AAg tentaag Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerjasama Daerah;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIIIAII sepakat untuk mengadakan Kesepakatan
Bersama tentang "Peran Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam
Peningkatan Daaa Bagr Hasil Pajak Daerah Frovinsi bagian Kabupaten Pasef dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
UAIG}UD DAIT TUJITAIT

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah :

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintatr Daerah Provinsi
dan Kabupaten Paser dalem hal peningkataa pengelolaan penerimaan pqiak
daeratr Provinsi, Kabupaten dan Kota.

b. Optimalisasi lmtensi pajak daerahlmenggali sumber - sumber potensi pajak
daerah yang berada di Kabupaten Paser guna mendorong peningkatan
penerimaan pajak daerah dan dana bagi hasil pajak daerah bagian Kabupaten
Paser.

c. Menyamakan presepsi dal mencari solusi setiap permasalahan yang muncul
akibat penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah Provinsi yang menjadi
bagian Kabupaten Paser.

(21 Trrjuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka
koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas dalam kegiata:r intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan gurra terwujudrrya optimalisasi penerimaen pajak
daerah dan pemanfaatan alokasi dana bagi hasil untuk Provinsi dan Kabupaten
Paser.

Pasat 2
NUAITG LII{GKIIP HESEPAITA.TAIT

Ruang lingkup kesepakatan adalah meliputi :

(U Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

{2} Pengawasan penganggaran dan pemanfaatan dana bagi hasii pajak rokok.

{3) Monitoring dan evaluasi terhadap kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran
ulang yang berada di witrayah Kabupaten Paser.

(4) Intensilikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bem.otor.

Intensifikasi penerimaan nega-ra bukan pajak dari sektor pertambangan umum
mineral da.n batu bara, perkebunan dan perhutanan"

Penelusuran dan percepatan realisasi atas tunggakan pajak kendaraan dinas
yang ada dilingkup kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Paser.

(s)

(6)



P{sal 3
PBIITSIP I{TR*'A SAIIA

(U PARA PIIIAI{ sepakat untuk melakukan kerjasama berdasarkan kesepakatan
bersama dengan prinsip itikad baik, saling mendukung dan saling
menguntungkan para pihak guna meningkatkan dana bagi hasil daerah masing-
masing dalam rangka peningkatan penerimaan asli daeratr Provinsi Kalimantan
Timur.

(21 PARA PIIIAIi sepakat untuk wajib mendukung kesepakatan ini sesuai kapasitas
kedudukan dan kewenangan masing-masing daerah Kabupaten Paser.

Pasal 4
JAITGHA ITAI(N'

Kesepakatan Bersama ini hrlalu sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAIT untuk
jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasat 5
PEI"AITSAITAAIT

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan d"iatur lebih lanjut dalam Pe{anjian
Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini.

?asal 5
AI'ETDI'U

Segala penambahan dan segala perubahan kesepakatan bersama ini akan diatur
dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIIIAIi.

Pasal 7
PEITUTT'P

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asti,
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sarna
setelah ditandatangani PARA PIIIAIL

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik
untuk dipatuhi dan di}aksanakan oleh PARA PIIIAL.


